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Kesehatan

¥ Obat murah dan mudah diperoleh

v Biaya persalinan ataubiaya rumah sakit gratis bagi masyarakat
yang tidak mampu dan korban perkosaan, dan tanpa
persyaratan surat nikah

¥' Penyediaan kartu kesehatan gratis bagi yang tidak mampu

¥' Pelayanan yang baik dan gratis tanpa memandang status
sosial

¥ Penghapusan kebijakan uang muka di rumah sakit bagi
masyarakat yang tidak mampu

¥ Tidak ada ada kebijakan pemerintah DKI di bidang kesehatan

yang akan merugikan kepentingan perempuan, termasuk

swatanisasi rumah sakit dan pengelolaan kesehatan.

1.  Pangan yang murah dan sehat 2.
¥ Subsidi terhadap pangan lokal yang sehat dan murah.
v Ketersediaan pangan yang bebas dari bahan beracun dan
berbahaya (B3).
¥' Pangan kemasan yang dilengkapi informasi tentang
komposisi bahan baku.
v Bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) dengan kualitas
yang baik dan sehat
¥ Tidak ada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang
merugikan akses perempuan terhadap pangan yang murah
dan sehat
v' Ada tindakan yang tegas dan keras terhadap semua pihak
yang terlibat dalam menggunakan bahan beracun dan
berbahaya untuk makanan olahan atau bahan pangan

4. Air bersih
¥ Layanan air yang murah, bersih, tidak keruh, tidak berbau,
dan tidak mengandung kaporit atau bahan beracun
berbahaya
¥ Layanan air PT PAM air mengalir terus dan masuk dalam
seluruh wilayah hunian penduduk.
¥ Pengetatan ijin operasi air isi ulang di berbagai tempat.

Pendidikan
Pendidikan gratis 9 tahun
Pendidikan yang murah dan berkualitas bagi siswa yang
tidak mampu (SMA dan sederajat)
Pemberian bea siswa tanpa proses administrasi sulit
Fasilitas pendidikan yang murah (buku paket murah dan
seragam sekolah)
Perbaikan sistem kurikulum pendidikan yang berperspektif
gender 5
Penyediaan taman bermain anak yang sesuai dengan
jumlah proporsi penduduk.
Tidak akan ada kebijakan pemerintah DKI di bidang
pendidikan yang merugikan perempuan dan keluarganya.

Penyediaan lapangan kerja, kenyamanan kerija,
dan upah buruh yang layak

v' Tidak ada ekploitasi terhadap tenaga kerja perempuan

v Tidak ada lagi sistem outsourching

v Tidak ada perbedaan upah laki -laki dan perempuan

¥ Upah buruh sesuai dengan UMR Jakarta dan disertai

v" uang lembur, uang THR, insentif , jaminan hari tua, jaminan
sosial dil)

v Tidak pemotongan gaji bagi buruh perempuan yang
menijalani cuti haid

v Tidak ada lagi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap
perempuan di tempat kerja

v Tidak ada ekploitasi terhadap tenaga kerja perempuan

Lingkungan yang sehat
Perluasan area taman kota dan penghijauan hingga ke
kampung-kampung
Penataan atau penyehatan kawasan pemukiman kumuh
Penyediaan tempat penampungan sampah sementara di
pemukiman dekat sungai yang dikelola setiap hari
Pengelolaan sampah secara daur ulang

Menyediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah 7. Listrik murah dan aman

organik dan non-organik
Pengetatan izin pembuangan limbah di sungai dan laut

¥ Tarif listrik terjangkau oleh masyarakat kurang mampu
¥" Kebijakan penggunaan voucher listrik tidak dipaksakan

Pengendalian atau penurunan gas karbon dari sektor
transportasi.

Pemerintah tidak [agi mengeluarkan ijin lingkungan, ijin
industri atau ijin pembangunan yang merusak lingkungan.

8. Transportasi publik yang layak, murah dan aman

¥' Mengurangi ijin trayek angkutan umum yang sudah tidak layak pakai

¥ Ada transportasi khusus untuk perempuan (misalnya metro mini,
kopaja)

v Pengetatan pelaksanaan gerbong khusus perempuan di Kereta Api

¥' Penanganan secara serius berbagai kasus pelecehan seksual di
kendaraan umum

¥ Larangan menggunakan kaca gelap untuk kendaraan angkutan taksi
atau angkutan umum lainnya.

¥ Pengetatan penggunaan kursi khusus untuk lansia dan perempuan
hamil di kendaraan umum

¥ Pengetatan larangan merokok di dalam kendaraan publik

kepada warga yang kurang mampu.

v Subsidi listrik bagi masyarakat miskin
¥ Pengawasan atau penertiban jaringan listrik beresiko di

berbagai kawasan yang rawan kebakaran

9. Penanganan kemacetan

v Mengurangi jumlah kendaraan pribadi
berdasarkan tahun keluaran

v Memperluas sistem Three In One hingga ke
seluruh jalur tama di Jakarta

v Pembagian/pemisahan penggunaan jalur jalan
bagi pejalan kaki, kendaraan roda dua, dan roda
empat ke atas

¥" Pengenaan sanksi berat bagi pengendara yang
akan menaikkan atau menurunkan penumpang di
luar halte yang tersedia




10. Penanganan banjir
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Perbaikan saluran air (selokan) secara rutin

Pengetatan larangan membuang sampah sembarangan
terutama pembuangan sampah di kali

Tidak memberikan ijin pembangunan perumahan atau
pemukinan di bantaran kali

Pembersihan dan pengerukan kali

Penyediaan tempat pengungsian yang aman bagi
perempuan,

Bantuan khusus perempuan, misalnya sanitasi, pembalut,
pakaian dalam, dan sebagainya.

Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait |
bantuan penanganan banjir

Perlindungan terhadap kelompok rentan: difable,
orang yang mengalami gangguan kejiwaan, anak
jalanan, tuna wisma, pengemis, dan orang dengan

HIV/AIDS (ODHA).
Alokasi dana khusus APBD untuk pelayanan terhadap kelompok
rentan
Fasilitas khusus untuk penyandang cacat di tempat umum
Pelaksanaan tindakan khusus sementara (affirmative action)
dalam penyediaan lapangan kerja bagi penyandang cacat
Pendidikan dan pelatihan kerja khusus penyandang cacat
Penampungan dan perawatan khusus terhadap penyandang
gangguan kejiwaan
Menyediakan tempat-tempat konseling dan rehabilitasi yang
gratis/murah dan layak
Penyediaan obat-obatan yang murah
Memperbanyak rumah singgah untuk anak jalanan dan tuna
wisma
Biaya pendidikan gratis bagi anak jalanan
Memperbanyak orang tua asuh
Penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan keterampilan
bagi anak jalanan dan pengemis
Bea siswa bagi anak jalanan yang berprestasi
Penanganan secara serius dan tidak diskriminatif terhadap ODHA
Penyediaan tempat informasi untuk masyarakat tentang ODHA.

Seksualitas perempuan
Pemerintah DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan kebijakan yang
mengontrol seksualitas perempuan, mesalnya pelarangan rok
mini atau pemaksaan mengenakan baju atau identitas tertentu.
Masyarakat tidak melakukan kontrol terhadap seksualitas
perempuan, misalnya menghina, melecehkan atau melakukan
tindak kekerasan lainnya terhadap perempuan atas dasar alasan
seksualitas.

Aparat penegak hukum atau aparat pemerintah lainnya tidak
melakukan pelecehan terhadap perempuan yang sedang
menjalani proses hukum.

11. Bebas dari Penggusuran

v' Penghentian penggusuran kawasan pemukiman

¥ Penyediaan lahan untuk PKs khususnya PK5 perempuan

¥ Penyediaan perumahan pengganti atau rumah susun yang
murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat miskin,
khusus bagi perempuan kepala keluarga yang tergusur

¥ Tidak ada pembangunan gedung, pabrik atau jalan layang
yang mengambil tanah rakyat dan perempuan secara
sewenang-wenang,

12. Menentukan Keputusan

. v 85% Perempuan mendapatkan informasi yang rutin
dari kelurahan, desa dan camat terkait dengan
terkait kesehatan perempuan, pendidikan
perempuan, kebutuhan gizi untuk balita dan
program-program lain yang masuk di kampung.

¥' Perempuan tidak lagi berperan hanya sebagai
pengatur konsumsi dalam rapat atau pertemuan
kampung

v 75% Perempuan dilibatkan dalam rapat-rapat
perencanaan dan program pembangunan yang
masuk di kampung.

v' 75% Perempuan mampu menyuarakan
kepentingannya melalui berbagai saluran
komunikasi publik

¥ 30% pengurus RT dan RW adalah perempuan

¥ Perempuan lebih banyak yang terlibat dalam
memantau fmemonitor bantuan-bantuan yang
masuk kedesa terkait dengan pembangunan desa

¥ Semakin banyak perempuan yang dilibatkan dalam

proses perencanaan pembangunan.

14. Keamanan
v Tidak ada lagi kasus-kasus pelecehan seksual,
pemerkosaan, sodomi terhadap anak dibawah
umur
¥ Tidak ada penculikan terhadap anak-anak
v" Ada jaminan keselamatan terhadap perempuan
untuk tidak mengalami di rumah, di tempat kerja, di
jalan maupun di berbagai tempat publik.
¥ Tidak ada tindak premanisme yang menimbulkan
rasa tidak bagi perempuan yang sedang berada di
luar rumah.

16. Bebas dari Ancaman Penghancuran

Keberagaman
¥" Ada kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan
dan keselamatan berbagai kelompok masyarakat
untuk mengekspresikan kepentingannya atas dasar
agama, suku, kepercayaan, budaya, seni dan sosial.

v" Ada jaminan pemerintah menghentikan kekerasan
atas nama agama, suku, dan kelompok sosial yang
dilakukan oleh ormas/ornop seperti FPI, HTI, Forkabi,
FBR dll terhadap kelompok yang berbeda.

¥ Ada jaminan pemerintah untuk tidak membatasi

pembatasan akses dan keleluasaan berbagai

kelompok kaum minoritas (agama, etnis, suku ) untuk
mengekspresikan kepentingannya.
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